Tak Ada Kelengkapannya, Kantor Bupati Lombok Tengah Belum Bisa Ditempati

Desa

http://ww25. juraganberdesa.info/

PRAY A-Akhir tahun ini, tepatnya 30 Desember mendatang pembangunan kantor bupati
rampung 100 persen. “Tapi tidak langsung ditempati,” kata Kepala Dinas PUPR Lombok
Tengah Lalu Mohammad Amir Ali, Selasa (17/12).

Itu karena, perlengkapan kantor dari meja, kursi, lemari dan landscape belum siap.
Dibutuhkan waktu lima atau enam bulan kedepan untuk memenuhinya. “Dibutuhkan

anggaran sebesar Rp 30 miliar,” beber Amir.

Yang tersedia baru Rp 15 miliar. Kendati demikian, pihaknya berjanji mempercepat
proses pelelangan. Targetnya Januari sudah dilaksanakan. Rencana awal, kantor bupati di

Desa Puyung, Kecamatan Jonggat tersebut ditempati 2 Januari 2020.

Pantauan Lombok Post, para pekerja fokus melakukan finishing. Mulai dari merapikan

kabel listrik, jaringan pipani, hingga membersihkan sisa pengerjaan proyek. Bangunan itu
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menghabiskan total anggaran Rp 208 miliar, menggunakan sistem tahun jamak. Proses

pembangunannya sejak tahun 2018 lalu.

”Yang pasti gedung selesai. Tinggal Provisional Hand Over (PHO) dan Final Hand
Over (FHO) saja,” tekan mantan kabid Pengairan Dinas PU dan ESDM Loteng tersebut.

Ditempat itu terdapat gedung A dan gedung C. Itu dijadikan kantor sejumlah organisasi
perangkat daerah (OPD). Sementara, gedung B menjadi tempat berkantornya bupati, wakil
bupati, dan sekretariat pemkab. "Bangunan yang ada tahan gempa,” tambah Kabid Cipta
Karya Dinas PUPR Loteng Supriadin.

Itu sejatinya sudah dibuktikan kala gempa terus mengguncang tahun lalu. Tidak terjadi

kerusakan yang berarti kala itu.

Pada puncak HUT Loteng ke-74, 15 Oktober lalu dilaksanakan syukuran di sana. Fasilitas
tersebut diharapkan memperlancar kinerja birokrasi dan pelayanan publik. Finishing
butuh proses. Itu karena perlu ketelitian, kerapian, keindahan, dan kebersihan,” pungkas

mantan kasi Perkim Dinas PU dan ESDM Loteng tersebut. (dss/r9)

Sumber berita :

https://www.lombokpost.net/, Tak Ada Kelengkapannya, Kantor Bupati Lombok
Tengah Belum Bisa Ditempati, 18 Desember 2019;

Catatan :

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh
APBN/APBD yang pro sesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah

terima hasil pekerjaan

Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi:

1. Barang;
2. Pekerjaan Konstruksi;

3. Jasa Konsultansi; dan
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4.

Jasa Lainnya.

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

1.

menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang
dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi,
dan Penyedia;

meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;

meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha
Menengah;

meningkatkan peran pelaku usaha nasional;

mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil
penelitian;

meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;

mendorong pemerataan ekonorni; dan h. mendorong Pengadaan

Berkelanjutan.

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

o

efisien;
efektif;
transparan;
terbuka;
bersaing;
adil; dan

akuntabel.

Berdasarkan peraturan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan barang dilaksanakan dengan

beberapa tahapan yaitu:

1.

Pengadaan barang diawali dengan Perencanaan pengadaan.
Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBN dilakukan
bersamaan  dengan  proses  penyusunan  Rencana  Kerja

Kementerian/Lembaga (Renja K/L) setelah penetapan Pagu Indikatif,
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Perencanaan pengadaan terdiri atas: Perencanaan pengadaan melalui
Swakelola; dan. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia.
Adapun perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi:

a. penetapan tipe Swakelola;

b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan

c. penyusunan perkiraan biaya/ Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Sedangkan perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi:

a penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
b. penyusunan perkiraan biaya/RAB;

c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
d. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
e. penyusunan biaya pendukung.

2. setelah pelaksanaan perencanaan, dilakukan persiapan pengadaan
barang dan jasa, adapun persiapan pengadaan barang dan jasa melalui
Swakelola meliputi penetapan sasaran, Penyelenggara Swakelola,
rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB.sedangkan Persiapan
Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:
a. menetapkan HPS;

b. menetapkan rancangan kontrak;

c. menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau

d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan
pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/ atau
penyesuaian harga.

3. Pelaksanaan terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

a. pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

terdiri atas:

a) E-purchasing;
Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing
adalah tata cara pembelian barang/jasa rnelalui sistem katalog

elektronik. E-purchasing dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan
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Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog

elektronik.

Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang

menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang

ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.

b) Pengadaan Langsung;

Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling

banyak Rp200.000.000,00 (dua rates juta rupiah).

Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:

o pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk
Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti
pembelian atau kuitansi;

o permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta
negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk
Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK.

¢) Penunjukan Langsung;

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan

Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa

Lainnya dalam keadaan tertentu.

Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang

1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis

maupun harga.

d) Tender Cepat;

Tender Cepat dilaksanakan dalam hal spesifikasi dan volume

pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci dan Pelaku Usaha

telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia

Pelaksanaan pemilihan melalui Tender Cepat dengan ketentuan

sebagai berikut:
o peserta telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja
Penyedia;
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e)

peserta hanya memasukan penawaran harga;
evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.

Tender.

Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. dalam hal tidak dapat

menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana tersebut

diatas.

Adapun Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

Pelaksanaan Kualifikasi;

Pengumuman dan/atau Undangan;

Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
Pemberian Penjelasan;

Penyampaian Dokumen Penawaran;

Evaluasi Dokumen Penawaran;

Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan

Sanggah.

b. Pelaksanaan Kontrak terdiri dari:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
Penandatanganan Kontrak;

Pemberian uang muka;

Pembayaran prestasi pekerjaan;

Perubahan Kontrak;

Penyesuaian harga;

Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak; Pemutusan
Kontrak;

Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/ atau

Penanganan Keadaan Kahar.
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